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ABSTRAK 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang 
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan merupakan payung hukum terkait 
pelaksanaan fungsi Rukun Tetangga, membawa persoalan dan masalah pada 
pembangunan Desa Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri 
Hulu. Meskipun  didalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah maupun 
Pemerintahan Desa lembaga Rukun Tetangga tidak termasuk kedalam sistem 
pemerintahan, realita lembga Rukun Tetangga ini merupakan bagian yang tidak 
terlepaskan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah khususnya 
pemerintahan Desa 
Masalah pokok dalam penelitian ini ialah Pelaksanaan Fungsi Ketua Rt 
Dalam Pembuatan Gagasan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan 
Lembaga Kemasyarakatan di Desa Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku 
Kabupaten Indragiri Hulu, serta Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan 
Fungsi Ketua Rt Dalam Pembuatan Gagasan Pembangunan Berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang 
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya 
tergolong kedalam jenis penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penulis melakukakan 
penelitian langsung ke lokasi penelitian, sedangkan sifat penelitian ini yaitu 
bersifat deskriptif. Adapun penulis melakukan penelitian ini pada Ketua RT Desa 
Anak Talang Kecamatan Batanag Cenaku, kemudian populasi dalam penelitian ini 
ialah 6 orang Rukun Warga, 13 orang Rukun Tetangga dan 333 Masyarakat(KK), 
dengan seluruh populasinya penulis ambil sebagai sampel. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Ketua Rt 
Dalam Pembuatan Gagasan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan 
Lembaga Kemasyarakatan di Desa Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku 
Kabupaten Indragiri Hulu belum terlaksana secara maksimal, karena didalam 
Peraturan bahwa Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang 
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Ketua RT memiliki fungsi dalam 
membuat gagasan pembangunan, namun kenyataanya Masih banyaknya Ketua RT  
yang tidak mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 
Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan mengenai 
Pelaksanaa fungsi dari Rukun Tetangga(RT) itu sendiri didalam penerapannya 
dilapangan, Tidak adanya solusi yang pasti oleh pemerintah desa terkait dengan 
pembentukan perangkat Rukun Tetangga didalam menjalankan semua tugas dan 
fungsi-fungsi dari Rukun Tetangga di wilayah kerjanya dari masing-masing 
Rukun Tetangga itu sendiri, Tidak adanya waktu yang banyak kepada Ketua 
Rukun Tetangga didalam menjalankan dari tugas dan  fungsi-fungsinya untuk 
melayani warganya pada saat warganya berurusan langsung dengan Ketua Rukun 
Tetangga nya.adapun waktu yang digunakan oleh masing-masing ketua Rukun 
Tetangga tersebut di gunakan untuk bekerja di luar rumah,sehingga warga yang 
ingin berurusan dengan Ketua Rukun Tetangga itu menjadi terhambat. 
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BAB I 
 PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang 
Negara Republik Indonesia merupakan Negara dengan sistem 
sentralisasi dan desentralisasi. Secara legal, formal, konsep sentralisasi dan 
desentralisasi Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. 
Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah guna 
meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjalankan program pemberdayaan 
masyarakat dimana program ini dipercaya dapat mengurangi kesenjangan 
ekonomi antara masyarakat desa dengan kota di Indonesia.
1
 
Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah guna 
meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjalankan program pemberdayaan 
masyarakat dimana program ini dipercaya dapat mengurangi kesenjangan 
ekonomi antara masyarakat desa dengan kota di Indonesia. Peraturan 
pemberdayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, yang 
menjelaskan pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
2
 
Pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan 
tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat 
kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik, 
                                                             
1
Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.1 
2
 Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah 
1 
 
  
2 
atau hukum. Perubahan terukur ditentukan oleh dimensi perubahan itu dalam 
definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Perubahan alami ditentukan oleh 
siapa yang berperan dalam perubahan itu. Perubahan alami adalah perubahan 
yang melembaga dalam bangun sosial sekelompok manusia. Hanya perubahan 
alami yang mampu menjamin adanya perubahan terukur secara konstan.
3
 Pada 
hakekatnya perubahan alami dan terukur dalam pembangunan desa dilakukan 
oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan 
bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat 
ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikan taraf hidup dan 
kesejahteraannya.  
Pembangunan merupakan hal yang sangat mendasar dalam sebuah 
Negara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya, 
dan salah satunya adalah melalui pembangunan. Diera sekarang pembangunan 
bukanlah dititik beratkan pada pembangunan di wilayah perkotaan tetapi 
pembangunan sudah dimulai dari wilayah perdesaan. 
Pemahaman akan pedesaan sebagai obyek pertama pembangunan 
nasional haruslah benar-benar di pahami agar arah pembangunan pedesaan 
bisa jelas pada tujuannya yaitu mensejahterakan masyarakat desa dalam 
rangka mendorong pembangunan nasional disegala bidang. Menurut Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
                                                             
3
 Randi R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D, Manajemen Pembangunan Indonesia 
Sebuah Pengantar dan Panduan (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), h. 10. 
  
3 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.
4
 
Pembangunan perdesaan bukan sekedar pembangunan infrastruktur, 
ekonomi tapi juga pembangunan sumberdaya manausianya pedesaan, karena 
sumberdaya yang berkualitas akan mampu mendorong pertumbuhan pedesaan 
menjadi lebih maju dan sejahtera, karena selama ini pembangunan 
sumberdaya manusia desa terlebih para perangkat desa selaku pihak yang 
memiliki tugas penting dalam membawa sebuah desa lebih baik, perangkat 
desa mulai dari RT hingga Kepala Desa adalah operator pembangunan desa, 
kualitas Perangkat Desa adalah syarat mutlak suksesnya pembangunan 
pedesaan itu sendiri.
5
 
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang 
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menjelaskan 
Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah 
wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan 
pelayanan masyarakat Desa.  Dijelaskan pada pasal 4 ayat (1) bahwasanya 
tugas dari dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah untuk 
membantu Kepala Desa dalam : 
 
                                                             
4
  Undang-Undang no. 6 tahun 2014 
5
 Moh Nur Nawawi, Optimalisasi Peran dan Fungsi RT/RW Dalam Pembangunan Desa, 
diakses http//www.kompasiana.com, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019, pukul 23:21 
WIB 
  
4 
1. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa 
2. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.  
Pasal 4 ayat (2) menyebuutkan Dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan 
kegiatan kepada Pemerintah Desa.
6
 
Kemudian pada pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri ini juga 
dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4, LKD memiliki fungsi:   
1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat; 
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa 
kepada masyarakat Desa 
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan 
mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif 
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, 
swadaya, serta gotong royong masyarakat 
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga 
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.   
Jenis- jenis lembaga kemasyarakatan terdiri Jenis LKD paling sedikit 
meliputi: 
1. Rukun Tetangga 
                                                             
6
 Peraturan menteri dalam negeri no.18 tahun 2018 
  
5 
2. Rukun Warga 
3. Pemberdayaan Kesejahteraan  
4. KeluargaKarang Taruna 
5. Pos Pelayanan Terpadu 
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Pada butir a dalam pasal ini disebutkan bahwa salah satu jenis lembaga 
kemasyarakatan yang dapat dibentuk di Desa adalah Rukun Tetangg/Rukun 
Warga ( RT/RW). Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (1)  huruf a dan huruf b bertugas: membantu Kepala Desa 
dalam bidang pelayanan pemerintahan, membantu Kepala Desa dalam 
menyediakan data kependudukan dan perizinan, melaksanakan tugas lain yang 
diberikan oleh Kepala Desa. 
Rukun Tetangga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu no 
4 tahun 2011 adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat 
setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan kelurahan. Tugas ketua Rt adalah 
membantu pemerintah desa atau lurah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan. Fungsi Rukun Tetangga di atur dalam pasal 17 Peraturan 
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penataan Lembaga Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa fungsi Rukun 
Tetangga yaitu :  
1. Membantu Kepala Desa dalam pendataan kependudukan dan pelayanan 
administrasi pemerintahan 
  
6 
2. Memelihara keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup warga 
3. Pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan 
mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat 
4. Penggerak swadaya gotong royong dan pertisipasi masyarakat 
Pada pasal 17 itu menyebutkan bahwa RT mempunyai fungsi antara 
lain membantu pemerintah dalam pembuatan gagasan dalam pelaksanaan 
pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni 
masyarakat.  
Namun kenyataan dilapangan bahwa kebijakan ini belum berjalan 
semestinya, mengutip dari pengertian studi Implementasi Hukumm Kebijakan 
Publik bawa implementasi hukum kebijakan publik diartikan sebagai bentuk 
pengoperasian atau penelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan 
berdasarkan Undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara 
orang-orang yang berkepentingan didalamnya.
7
 Kebijakan publik ini dilihat 
dari perspektif insturumental, adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang 
berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (public 
values).
8
 
Dari hasil pra-riset yang penulis lakukan, penulis melihat fungsi RT 
Desa Anak Talang belum sepenuhnya diberdayakan, terlebih lagi dalam 
mengembangkan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan 
aspirasi dan swadaya murni masyarakat. Kenyataan yang ada sampai hari ini, 
                                                             
7
 Solihin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan, (Jakarta : Bu,I Aksara 2018), h.133 Dalam 
Buku Abu Samah Hukum Kebijakan Publik, (Pekanbaru : 2018), h. 14 
8
 Ibid   
  
7 
peran RT hanya sebatas untuk membuat surat pengantar untuk aministrasi 
kependudukan.  
Berdasarkan uraian tersebut diatas mengingat pentingnya fungsi 
Pejabat RT dalam membantu pemerintah dalam pembangunan maka dalam 
tulisan ini penulis menetapkan untuk meneliti lebih jauh mengenai fungsi  
pejabat RT dalam pembuatan gagasan dalam pembangunan. Oleh karena itu 
penulis mengangkat topik dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Ketua RT 
Sebagai Pembuat Gagasan Pembangunan Berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang 
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Anak Talang”. 
 
B. Batasan Masalah 
Untuk mengindari kesalahpahaman dan kekeliruan dan untuk lebih 
terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan 
batasan terhadap judul ini maka pembahasan dalam tulisan ini di fokuskan 
kepada : Pelaksanaan Fungsi Ketua RT Sebagai Pembuat Gagasan 
Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 
Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan 
di Desa Anak Talang. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 
merumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Ketua RT Sebagai Pembuat Gagasan 
Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 
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Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Lembaga 
Kemasyarakatan di Desa Anak Talang 
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Pelaksanaan Fungsi Ketua RT 
Sebagai Pembuat Gagasan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Anak Talang? 
 
D. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui Pelaksanaan Fungsi Ketua RT Sebagai Pembuat Gagasan 
Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 
Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Lembaga 
Kemasyarakatan di Desa Anak Talang. 
2. Mengetahui faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Fungsi Ketua RT 
Sebagai Pembuat Gagasan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Anak Talang.  
 
E. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu 
menfaat secara teoritis, dan secara praktis, sebagai berikut : 
1. Secara Teoritis : 
a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini Sebagai salah satu syarat untuk 
meraih gelar sarjana hukum (S1) pada fakultas Syariah  dan Hukum  
Universitas Islam Negri Sultan syarif kasim Riau disamping itu hasil 
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penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 
dalam bidang8 ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan 
Pelaksanaan Fungsi Ketua RT Sebagai Pembuat Gagasan 
Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri 
Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Lembaga 
Kemasyarakatan di Desa Anak Talang 
b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
informasi tentang bagaimana dan faktor Pelaksanaan Fungsi Ketua RT 
Sebagai Pembuat Gagasan Pembangunan Berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang 
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Anak Talang 
2. Bagi Instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan 
pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan 
dengan Pelaksanaan Fungsi Ketua RT Sebagai Pembuat Gagasan 
Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 
Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Lembaga 
Kemasyarakatan di Desa Anak Talang 
3. Secara Praktis : 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum 
terutama yang berkaitan dengan Pelaksanaan Fungsi Ketua RT Sebagai 
Pembuat Gagasan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah 
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Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Anak Talang 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi bagi 
penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.. 
 
F. Metode Penelitian 
Metode berasal dari bahasa Yunani: methodos yang berarti cara atau 
jalan. Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam 
mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga dapat 
memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran 
atau tujuan pemecahan permasalahan.
9
  
Penelitian adalah terjemahan dari Bahasa Inggris: research yang 
berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan 
suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis, serta sempurna 
terhadap permasalahan.  Sehingga dapat di gunakan untuk menyelesaikan atau 
menjawab problemmnya.
10
  
Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh 
kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. 
11
 
1. Metode Pendekatan 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 
dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan 
dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk 
                                                             
9
 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktk, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2011) jilid 1, h.1. 
10
 Ibid, h.2 
11
 Ibid 
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juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga  dikemukakan yang intinya 
bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitaif. 
Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui 
pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu 
proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang 
menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian 
ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, 
laporan terinci dari pandagan responden dan melakukan studi pada situasi 
yang alami.12  
Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat 
penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. 
Oleh karna itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas 
jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang dilteliti 
menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan 
terikat nilai. 
Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam 
lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami 
bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau 
berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan focus 
penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan 
pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan
13
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 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 h. 11  
13
 Ibid, h.51 
  
12 
Penelitian kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai 
instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat 
pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, 
wawancara, studi dokumen. Sedangkan kesahihan dan keterandalan data 
menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode induktif, hasil 
penelitian kualitatif lebih menkankan pada makna daripada generalisasi. 
Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk 
mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi social, 
untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan 
meneliti sejarah perkembangan. Mengingat bahwa penelitian ini bertujuan 
untuk memahami dan memaknai berbagai fenomemna yang ada atau yang 
terajdi dalam kenyataan sebagai ciri khas penelitian kualitatif, dalam hal 
ini bagaimana Pelaksanaan Fungsi Ketua RT Sebagai Pembuat Gagasan 
Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 
Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Lembaga 
Kemasyarakatan di Desa Anak Talang, maka peneliti menggunakan 
metode penelitian kualitatif deskripftif. 
Selain itu seperti yang dinyatakan oleh moleong, metode kualitatif 
dilakukan dengan beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode 
kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, 
metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan 
responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan 
  
13 
diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola 
nilai yang dihadapi.
14
  
Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi penelitian 
kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari  orang-orang dan perilaku 
yang dapat diamati.
15
 Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berbicara 
langsung  dan mengobservasi beberapa orang, dan melakukan interaksi 
selama beberapa bulan untuk mempelajari latar, kebiasaan, perilaku dan 
cirri-ciri fisik dan mental orang yang diteliti. Bogdan dan Biklen 
mengemukakan bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif adalah: (1) 
alamiah, (2) data bersifat deskriptif bukan angka-angka, (3) analisis data 
dengan induktif, dan (4) makna sangat penting dalam penelitian 
kualitatif.
16
 
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian dalam penggolongan 
penelitian hukum sosiologis. Dengan cara melakukan survey langsung ke 
lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Sedangkan 
Sifat Penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap 
masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian 
dianalisa. 
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2000) cet. 18, h.5 
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Jadi, dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengetahui 
dan menganalisis masalah penelitian secara deskriptif, yaitu 
menggambarkan dan menjelaskan mengenai bagaimana Pelaksanaan 
Fungsi Ketua RT Sebagai Pembuat Gagasan Pembangunan Berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang 
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Anak Talang 
melalui uraian-uraian analisis dan pembahasan. 
3. Lokasi Penelitian 
Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di 
Desa Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. 
Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat 
penelitian penulis karena adanya masalah mengenai belum terlaksananya 
secara optimal Peraturan Derah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 
2011 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, khususnya 
mengenai fungsi Ketua RT sebagai pembuat gagasan pembangunan desa 
di desa Anak. 
Selain itu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis 
untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai Pelaksanaan Fungsi 
Ketua RT Sebagai Pembuat Gagasan Pembangunan Berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Anak Talang, karena 
merupakan kampung halaman penulis. 
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4. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi 
merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat 
berupa Himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, 
waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.
17
 Sampel adalah 
himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.
18
 
No Populasi 
Jumlah 
Persentase Populasi Sampel 
1.  RW 6 6 100% 
 2. RT 13 13 100% 
 3. Masyarakat (KK) 333 22 15% 
  344 45 2,15% 
 
Populasi dalam penelitian ini yaitu ketua RT yang berjumlah 13 
orang dan RW berjumlah 6 orang dengan teknik pengambilan sampel total 
sampling. Total sampling adalah teknik penegambilan sampel dimana 
jumlah sampel sama degan populasi. Selain itu populasi penelitian ini 
adalah Masarakat (KK) yang berjumlah 333 dengan teknik pengambilan 
sampel random sampling. Alasan penulis menjadikan RW sebagai 
responden karena RW merupakan koordinator dari beberapa kumpulan 
RT. 
5. Jenis dan Sumber Data 
Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden 
maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik 
atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.  
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 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum,(Jakarta: Rajawali Pers,2011), 
h.118. 
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Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian 
terdiri dari data primer dan data sekunder. 
a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat 
lainnya.
19
 Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak 
terkait pelaksanaan fungsi ketua Rt 
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan 
kepustakaan, dan merupakan data yang sudah diolah.
20
 
Data sekunder tersebut dibagi menjadi : 
1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundnag-undangan, 
keputusan menteri, peraturan daerah.
21
 Bahan hukum primer dalam 
penelitian ini antara lain, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 
2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat 
Desa, Peraturan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tertuang 
dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 
Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri 
Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Lembaga 
Kemasyarakatan. 
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoeh dari 
kepustakaan, dan dapat memberikan penjelaan terhadap bahan 
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20
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 Mukti Fajar ND Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normative & 
Empiris, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), H. 156. 
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hukum primer. Yang dapat berupa file-file yang berkaitan dengan 
penelitian disebuah instansi, rancangan perunang-undangan, jurnal 
ilmiah, dan berupa buku-buku yang mendukung terlaksanya 
penelitian ini merupakan data sekunder.
22
 
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan 
baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
23
 
6. Metode Pengumpulan Data 
Karena penelitian  menggunakan  fakta-fakta yang kongkrit  maka 
untuk  menjawab  rumusan  permasalahan  tidak bisa dilakukan  hanya 
dengan  melakukan pengamatan semata dengan indikator-indikator 
permukaan, namun  perlu sebuah  interaksi  dalam  proses sosial  yang 
dimaksudkan  untuk  mendapatkan pemahaman yang utuh (verstehen).
24
  
a. Kuisioner adalah sebuah alat pengumpulan data yang berupa 
serangkaian  pertanyaan untuk mendapatkan jawaban. Kuisioner ini 
digunakan untuk   menyusun indikator pelaksanaan fungsi ketua RT 
dalam pembuatan gagasan pembangunan desa di Desa Anak Talang. 
b. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke 
lapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan 
sebenarnya. Dalam hal peneliti melakukan observasi terhadap  
masyarakat yang merupakan penerima manfaat pelaksanaan fungsi 
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ketua RT sebagai pembuata gagasan pembangunan desa di Desa Anak 
Talang. 
c. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung 
dengan responden. Dalam hal ini Peneliti melakukan wawancara 
dengan Kepala Desa, Ketua Rw, ketua Rt dan beberapa masyarakat 
yang merupakan penerima manfaat dari fungsi ketua RT sebagai 
pembuat gagasan pembangunan di Desa Anak Talang. 
d. Studi Kepustakaan, yaitu Penulis mengumpulkan sumber dari Buku-
buku Referensi yang bekaitan dengan masalah penulisan yang akan 
diteliti. Diantaranya Buku , jurnal, dan Peraturan Daerah. 
7. Teknik Analisis Data 
Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah 
dengan   metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden 
secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di 
lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil 
kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat 
khusus.
25
 
 
G. Sistematika Penulisan 
Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan 
sistematika penelitian sebagai berikut: 
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BAB I    Merupakan pendahuluan : latar belakang masalah, pembatasan dan 
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 
penelitian 
BAB II  Merupakan gambaran umum tentang Desa Anak Talang 
Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. 
BAB III  Merupakan tinjauan teoritis yang berisi tentang Peraturan Tentang 
RT, pelaksanaan  fungsi ketua RT faktor-faktor yang 
mempengaruhi optimalisasi peranan dan fungsi ketua RT dalam 
pembangunan. 
BAB IV  Merupakan uraian hasil penelitian tentang Peraturan Tentang RT, 
pelaksanaan fungsi ketua RT faktor-faktor yang mempengaruhi 
optimalisasi peranan dan fungsi ketua RT dalam pembangunan. 
BAB V   Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. 
DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM 
 
A. Lembaga Kemasyarakatan Desa 
Lembaga kemasyarakatan desa adalah wadah partisipasi masyarakat, 
sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan 
dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat 
Desa.
26
 Lembaga kemasyarakatan adalah merupakan himpunan daripada 
norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok 
dalam kehidupan masyarakat. 
27
 
Sebuah lembaga kemasyarakatan desa terdiri dari Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT, RW, Karang Taruna, PKK, dan 
Posyandu. Tujuan pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan untuk 
memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan 
merupakan sendi-sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.
28
 
Adapun tugas dari Lembaga Kemasyarakatan  Desa adalah :
29
 
1. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa 
2. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan  
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam point b 
diatas, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah. Dalam 
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hal ini yang dimaksud dengan Lembaga kemasyarakatan Desa yang terbagi 
dari beberapa kelompok salah satu diantaranya adalah RT yang berperan 
penting dalam pembangunan. Lembaga kemasyarakatan memiliki berbagai 
fungsi dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya terdiri dari memberikan 
berbagai bentuk pedoman dan petunjuk kepada masyarakat, menjaga berbagai 
keutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, dan memberikan pegangan dalam 
sistem pengendalian sosial yang ada di masyarakat, bahkan sampai pada ungsi 
pengawasan baik terhadap tingkah masyarakat maupun pengawasan terhadap 
tingkah laku pemerintah setempat. Pada dasarnya Lembaga Kemasyarakatan 
Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:
30
 
1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat  
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat 
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa 
kepada masyarakat Desa 
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestraikan, dan 
mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif 
Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari beberapa 
lembaga, terkhusus RT berupaya mengajak dan memberikan contoh kepada 
masyarakat dilingkungannya untuk ikut gotong royong, dengan pelaksanaan 
gotong royong yang terus berkelanjutan memberikan peluang terciptanya 
kebersihan dan keindahan lingkungan serta diharapkan dapat meningkatkan 
partisipasi dari masyarakatnya. 
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Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (1)  huruf a dan huruf b bertugas: membantu Kepala Desa dalam 
bidang pelayanan pemerintahan, membantu Kepala Desa dalam menyediakan 
data kependudukan dan perizinan, melaksanakan tugas lain yang diberikan 
oleh Kepala Desa. Dengan demikian jelas bahwa RT yang berada di lingkup 
Lembaga Kemasyarakatan Desa berperan penting dalam meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam segala aspek. 
 
B. Peraturan Darah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 
Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan 
1. Pengertian Rukun Tetangga  
RT merupakan salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa 
(LKD). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa 
menjelaskan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat 
LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah 
Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 
pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. 
Lembaga Kemasyarakatan tersebut dibentuk oleh warga setempat. 
Tujuannya adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai 
kehidupan yang berdasarkan kegotong - royongan dan kekeluargaan.
31
 
Selain itu, terdapat aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis 
yang dibuat untuk menertibkan kehidupan bersama di lingkungan Desa. 
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Dalam aturan tersebut biasanya memuat kewajiban-kewajiban warga 
menyangkut kerukunan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Aturan-
aturan tertulis yang terdapat di RT antara lain : setiap kepala keluarga 
wajib memiliki Kartu Keluarga (KK), warga baru (pendatang) wajib 
melaporkan diri kepada Ketua RT, warga lama yang pindah wajib 
melaporkan diri kepada Ketua RT, warga yang telah berumur 17 tahun 
wajib memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), tamu yang menginap wajib 
melaporkan diri kepada Ketua RT, setiap kepala keluarga wajib 
membayar iuran yang telah disepakati (iuran RT, iuran RW, iuran 
sampah, pembangunan, dan sebagainya), setiap warga wajib menjaga 
kerukunan, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan.  
Di samping itu ada pula aturan yang tidak tertulis atau biasa 
disebut norma. Norma yang berlaku pada masyarakat antara lain norma 
adat/kebiasaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. 
Misalnya bila ada tetangga yang sakit warga lain menengoknya, tradisi 
melayat bila ada warga yang meninggal dunia, serta setiap warga wajib 
datang pada pertemuan RT. Apabila anggota masyarakat melanggar salah 
satu norma tersebut, maka sanksinya adalah akan dikucilkan atau menjadi 
bahan pembicaraan orang lain.
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Dalam pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 3 ayat (1) 
permendagri nomor 18 tahun 2018, disebutkan bahwa LKD dibentuk atas 
prakarsa pemerintahan desa dan masyarakat. 
Jenis LKD paling sedikit meliputi :
33
 
a. Rukun tetangga 
b. Rukun warga 
c. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga 
d. Karang taruna 
e. Pos pelayanan terpadu 
f. Lembaga pemberdayaan masyarakat 
2. Proses pembentukan rt 
Rukun tetangga merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan 
dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai 
kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan 
kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas 
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan. 
Setiap RT sebanyak-banyaknya terdiri dari 30 KK untuk desa dan 
sebanyak-banyaknya 50 KK untuk kelurahan yang dibentuk.  
Pembentukan Rukun Tetangga tersebut dapat berupa pembentukan 
RT baru atau pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih. 
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Apabila dalam satu RT tidak memenuhi syarat paling sedikit 25 kepala 
keluarga bisa dilakukan penghapusan/penggabungan RT. Hal ini tidak 
termasuk dalam pengecualian kondisi geografis dan/atau lingkungan. 
Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 1983, RT 
dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :  
a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat 
Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.  
b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan. 
c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam waktu usaha 
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
34
 
3. Kepengurusan Rukun Tetangga 
RT sebagai salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa 
(LKD), dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa 
dijelaskan bahwa LKD terdiri dari: 
a. Ketua  
b. Sekretaris 
c. Bendahara  
d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan. 
Pemilihan ketua RT diselenggarakan dalam forum masyarakat. 
Forum masyarakat tersebut bertugas menetapkan tata cara pemlihan ketua 
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RT, ketua RT yang terpilih nantinya akan ditetapkan/diangkat oleh Kepala 
Desa atau Lurah.
35
 Dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri 
Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Lembaga 
Kemasyaraatan disebutkan bahwasanya untuk dapat dipilih menjadi 
pengurus RT harus memenuhi syarat-syarat berikut ini : 
a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
b. Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia 
c. Dapat menulis dan membaca aksara latin 
d. Berkelakuan baik 
e. Berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun dan atau sudah 
menikah 
f. Sehat jasmani dan rohani 
g. Telah bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun di RT/RW terpilih 
ditetapkan/diangkat oleh Kepala Desa atau Lurah. 
4. Teori Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga 
Dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan tugas 
serta fungsi RT dalam hal pembangunan, maka dibentuk pasal yang 
mengatur tentang tugas dan fungsi RT sebagaimana tertera di dalam 
Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hulu no 4 tahun 2011 tentang 
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yang mana tugas RT adalah 
membantu pemerintah desa atau lurah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan. Fungsi RT di atur dalam pasal 17 Perda kabupaten Indragiri 
                                                             
35
 Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang 
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan 
  
27 
Hulu no. 4 tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Lembaga 
Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa fungsi Rukun Tetangga yaitu  : 
a. Membantu Kepala Desa dalam pendataan kependudukan dan 
pelayanan administrasi pemerintahan 
b. Memelihara keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup warga 
c. Pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan 
mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat 
d. Penggerak swadaya gotong royong dan pertisipasi masyarakat 
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BAB III 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Pemerintahan Desa 
Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti 
tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran.  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
36
desa adalah satu kesatuan 
wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem 
pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa 
merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa 
terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat 
tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan 
bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada 
akhirnya terbentuklah desa. Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni 
oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada 
sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk 
mencapai kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah 
kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah 
camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan 
administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat. 
Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan 
hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa juga dapat dikatakan 
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sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan 
lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan di 
muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur- unsur fisiografi, sosial, ekonomi, 
politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga 
dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.5 
37
Contoh seperti sebutan 
desa ada di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di 
Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli 
dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. 
Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan 
keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  
Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul 
“Otonomi Desa” menyatakan bahwa, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat 
istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah 
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 
masyarakat.
38
  
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
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masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
39
 
1. Susunan organisasi Desa 
Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara 
langsung oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia 
yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung 
sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 
(tiga) kali masa jabatan secara berturut- turut atau tidak secara berturut-
turut. 
Pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku 
ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan 
berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam Daerah kabupaten/kota 
dapat dibentuk desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai desa serta pemerintah pusat, 
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat 
menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya 
kepala desa.  
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa 
telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. 
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Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang 
terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. 
Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja 
(SOT) Pemerintahan Desa, antara lain: 
a. Sekretaris desa. 
Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan 
dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 
3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, 
urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan 
umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing 
urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). Semua itu sesuai Pasal 3 
ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa. 
b. Pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur 
pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya 
ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang 
dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan 
luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan 
penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana 
kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain. 
Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, 
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pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, 
dan pemberdayaan masyarakat desa. 
c. Pelaksana teknis. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) 
Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana 
teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana 
tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) 
seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, 
dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, 
seksi kesejahteraan dan pelayanan.  
Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh 
sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-
kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala 
urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan 
memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang 
melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah 
wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan 
yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, 
mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat 
peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan 
Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD. Peraturan desa 
dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat 
melalui BPD. 
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2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa 
a. Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa berkedudukan sebagai 
kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan 
pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggara- kan 
pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan ke- 
masyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada 
Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, 
kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:   
1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja 
pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah 
pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan 
upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan 
penataan, dan pengelolaan wilayah 
2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana 
prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan 
kesehatan 
3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan 
kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya 
masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 
4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi 
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan 
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hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang 
taruna; dan 
5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 
lembaga lainnya.  
b. Tugas dan fungsi sekretaris desa, sekretaris desa berkedudukan 
sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas 
membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), 
Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris desa mempunyai 
fungsi : 
1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 
administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi 
2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi 
perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, 
penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inven- tarisasi, 
perjalanan dinas, dan pelayanan umum 
3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi 
keuangan, administrasi sumber- sumber pendapatan dan 
pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi 
penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga 
pemerintahan desa lainnya. 
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4) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana 
anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data 
dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi 
program, serta penyusunan laporan. 
c. Tugas dan fungsi kepala urusan, kepala urusan berkedudukan sebagai 
unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris 
desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan 
tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas 
kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:  
1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti me 
laksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi 
surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi 
perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, 
penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inven- tarisasi, 
perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 
2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan 
urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, 
administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, 
verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala 
desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa 
lainnya. 
3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan 
urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran 
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pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data- data dalam 
rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi 
program, serta penyusunan laporan. 
d. Tugas dan fungsi kepala seksi, kepala seksi berkedudukan sebagai 
unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa 
sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas 
kepala seksi mempunyai fungsi :  
1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan 
manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan 
regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan 
ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan 
masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, 
serta pendataan dan pengelolaan profil desa 
2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan 
pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang 
pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi 
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan 
hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang 
taruna. 
3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan 
penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan 
kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya 
masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 
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e. Tugas dan fungsi kepala kewilayahan, kepala kewilayahan atau 
sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas 
kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan 
tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:  
1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan 
dan pengelolaan wilayah 
2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya 
3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan 
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga 
lingkungannya. 
4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam 
menunjang kelancaran pe- nyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan.    
3. Peranan Pemerintah Desa 
Definisi peranan menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga memberikan arti peranan, 
“Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.” 
40
Peranan dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas 
tentang sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
41
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Peranan merupakan segala sesuatu tindakan yang dilakukan dengan 
sengaja yang bertujuan untuk mencapai suatu hal yang telah ditentukan. 
Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keaneka- ragaman, 
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 
Penyelenggaraan peme- rintahan desa merupakan subsistem dari sistem 
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.
42
 
Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling 
dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda 
pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf 
hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan 
damai. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari 
penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit 
terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi 
tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya 
untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.
43
 
Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan 
keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian 
hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan 
meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten atau kota. 
Kebijaksanaan terbatas pada daerah provinsi serta daerah provinsi serta 
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desa ditempatkan pada pengakuan otonomi asli. Dengan demikian, dalam 
pengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma 
utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung, tetapi 
memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan atau pembelajaran. Dalam 
rangka pemberdayaan pemerintah desa, maka diharapkan dapat terwujud 
kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri.
44
 
Salah satu tugas pemerintah desa dalam penyelenggaraan 
pembangunan adalah membina organisasi masyarakat yang ada di desanya 
agar dapat berfungsi secara berkelanjutan dalam proses perencanaan 
pembangunan partisipatif. Kewenangan pemerintah desa dalam membina 
kehidupan masyarakat, merupakan salah satu unsur yang sangat penting 
dalam proses pembangunan sekaligus pemberdayaan masyarakat. 
Tujuannya adalah agar masyarakat yang tergabung dalam organisasi 
masyarakat mengetahui dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta 
dapat menimbulkan kesadarannya untuk ikut aktif dalam setiap 
pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan. Menurut T. Coser dan 
Anthony Rosenberg dalam bukunya yang berjudul “an introduction to 
International Politics” mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan yang   
diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung 
jawab) dimana di dalamnya terdapat serangkaian  tekanan  dan  kemudian 
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yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam 
organisasi.
45
 
Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pemerintah desa dituntut 
memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan 
masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat terjamin dan tentunya dapat 
meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan daerahnya, karena pada 
dasarnya masyarakatlah yang tahu apa yang mereka butuhkan serta 
bagaimana kemudian mereka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang 
sejahtera. Peran dan prakarsa pemerintah sangat dominan dalam 
perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan 
kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan kesejahteraan desa. 
Kesadaran kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam 
menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak 
pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan serta pengembangan 
kesejahteraan masyarakat desa.
46
 
Tugas pemerintah desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. Dengan demikian, pemerintah harus memerankan tugas 
pemerintah desa yang dimaksud. Ada beberapa peran pemerintah desa 
sebagai pelaksanaan pemerintahan desa sebagai berikut:   
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a. Dalam pengelolaan keuangan desa tidak tertulis dan dijelaskan dalam 
undang- undang desa, sehingga saya berlandaskan pada Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa menjelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak 
dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban desa, pengelolaan keuangan desa 
adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pasal 
37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa mengenai pelaporan keuangan desa 
menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi 
pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan 
semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Selanjutnya pada 
Pasal 38 mengenai pertanggungjawaban dijelaskan bahwa kepala desa 
menyampaikan laporan pertanggung- jawaban realisasi pelaksanaan 
APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. 
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
APBDesa sebagaimana dimaksud ialah yang ditetapkan dengan 
peraturan desa. Kemudian Pasal 40 menjelaskan bahwa laporan 
realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
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APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan 
dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media 
informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, 
radio komunitas, dan media informasi lainnya. Pasal 41 juga 
menjelaskan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggung- 
jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada 
bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dan disampaikan 
paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. 
Berdasarkan teori peranan menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg, 
pemerintah desa kurang berperan aktif dalam menggerakkan 
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan tentang 
pengelolaan dana desa.  
b. Peranan pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam 
pelaksanaan pembangunan. Peran pembangunan yang melibatkan 
partisipasi masyarakat adalah pembangunan jembatan desa sebagai 
penghubung desa yang lainnya, seperti pos kamling, pembuatan 
waduk, kantor desa, dan sebagainya. Pemerintah desa menggerakkan 
partisipasi masyarakat dalam musyawarah mufakat untuk 
pembangunan, yang akhirnya dalam pelaksanaannya masyarakat 
secara semangat gotong-royong kerja bakti dalam pembangunan 
tersebut yang telah menjadi suatu kesepakatan bersama. Hak ini 
berarti masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan di 
desa secara keseluruhan dari tahap awal sampai tahap akhir 
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pembangunan. Semua partisipasi masyarakat dapat dilihat dari 
kesediaan memberikan waktu untuk mengikuti musyawarah, 
partisipasi dalam bentuk uang, dan partisipasi dalam bentuk tenaga. 
Peran pemerintah sebagai penggerak, perencana, motivator, dan 
pelopor. Pemerintah sebagai penggerak yakni menggerakkan 
masyarakatnya untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah 
penetapan (pikiran), tetapi juga sebagai perencana yaitu pemerintah 
melibatkan masyarakat untuk merencanakan sesuatu, sebagai 
motivator yakni memotivasi masyarakat lewat memberikan 
pandangan-pandangan ke depan terkait pembangunan yang akan 
dilaksanakan, juga menjadi pelopor yaitu pemerintah yang lebih dulu 
memberikan ide dalam perencanaan, tetapi juga turut serta dalam 
pelaksanaan pembangunan. 
c. Peranan pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat 
dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Pemerintah 
desa menggerakkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan 
masyarakat dalam berbagai macam program diantaranya adalah 
menekankan tamu wajib lapor ke Rukun Tetangga (RT) dan Rukun 
Warga (RW), gotong-royong dalam pembangunan rumah, pembuatan 
jembatan, dan meningkatkan jaga malam di setiap RW, serta masih 
banyak yang lainnya. Semuanya itu untuk menciptakan ketertiban dan 
keamanan desa. 
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d. Peranan pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. 
Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses 
instan. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu 
penyadaran. Pada tahap penyadaran ini target yang hendak 
diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran 
bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai „sesuatu‟ prinsip 
dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu 
(membangun “demand”) diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu 
dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar). Pemberdayaan 
masyarakat desa bertujuan meningkatkan kemampuan dan 
kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. 
Pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam hal pembangunan 
memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi 
dalam tiap tahapan pembangunan. Pembangunan partisipatif 
diharapkan sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang dihadapi 
masyarakat desa.  
Pemerintahan desa melalui hak otonominya memiliki tugas dan 
tanggung jawab pada pembangunan. Konsep pembangunan didasari atas 
pertumbuhan ekonomi.
47
 
Pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak dapat lepas dari upaya 
pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi 
dalam upaya pertumbuhan ekonomi. Karena pemberdayaan masyarakat 
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selalu diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi. Dasar dari 
pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan rakyat.
48
 
Kepala desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan 
pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri 
merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang 
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka 
penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Urusan pemerintahan umum 
termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta 
mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama 
pemerintahan desa.17
49
 
 
B. Konsep Pembangunan Desa 
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
50
 
Pembangunan  desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan 
daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan 
desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan ploitik) 
harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan 
dan kabupaten dan antar kabupaten.
51
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Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam 
projek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya 
sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan 
desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan 
masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal 
pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya 
mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan 
kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan 
berkeadilan.
52
  
Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting 
dalam konteks pembangunan nasioanal. Pembangunan desa ini tidak hanya 
melulu memebicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan 
non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor 
sumber daya manusi adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan 
khususnya pembangunan di desa. Pembangunan masyarakat desa harus 
diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. 
Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya 
pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan adanya 
aktivitas-aktivitas yang positif akan dapat meningkatkan kreativitas serta 
kesadaran lingkungan yang akan semakin tinggi. 
Disisi lain peran serta RT dan dalam pembangunan Desa amatlah vital, 
seperti yang telah dikemukakan diatas RT dan RW adalah lembaga 
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kemasyarakatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa dan RT 
memiliki fungsi sebagai penyampai kebijakan-kebijakan pemerintah desa, 
daerah maupun nasional dan sebagai penerima aspirasi pertama masyarakat, 
berada ditengah konflik masyarakat sehingga merekalah yang memiliki 
pemahaman lebih terhadap sekala permasalahan dan konflik yang terjadi 
dimasyarakat. Pengurus RT berperan aktif dalam mendukung visi dan misi 
pembangunan pemerintah daerah, RT mampu menjadi dinamisator 
peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan 
pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, berperan dalam 
penataan lingkungan hidup, menjadi fasilitator yang dapat menjaga 
komunikasi dan harmonisasi program-program dari pemerintahan kepada 
masyarakat ataupun sebaliknya memberikan masukan kepada pemerintah 
secara objektif, optimal dan berkesinambungan sesuai mekanisme yang 
berlaku. 
1. Tujuan Pembangunan Desa 
Dalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan 
baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus dari 
pembangunan desa sebagai berikut
53
:  
a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa 
dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif 
b. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masayarakat dalam 
memberikan makna dalam perencanaan pembangunan 
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c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan 
d. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sektor dan kelembagaan 
dalam kerangka. 
Menurut pendapat lain menjelaskan bahwa tujuan dari 
pembangunan desa di bagi menjadi 2, yaitu pembangunan desa jangka 
panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan 
jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat 
desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan 
kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan 
bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung 
adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.
54
 
Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan 
efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam 
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.
55
  
Memaknai beberapa pendapat mengenai tujuan pembangunan desa 
menurut beberapa teori para ahli, bahwasannya hakikat tujuan dari 
pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat 
desa melalui kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan dari berbagai bidang 
(sosial, ekonomi, pendidikan, sarana kesehatan, budaya, agama, politik, 
dan keamanan) secara berkesinambungan dengan tetap mengedepankan 
kesamaan hak sekaligus tetap menjunjung tinggi keadilan seluruh 
masyarakat. 
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C. Musyawarah Desa 
Musyawarah Desa  diatur dalam Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 
tentang Musyawarah Desa. Musyawarah desa adalah musyawarah antara 
badan permsyawaratan desa, pemerinah desa dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakn oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang 
bersifat strategis. 
Musyawarah Desa dilaksanakan dengan asas musyawarah mufakat. 
Artinya bahwa persidangan dalam Musyawarah Desa merupakan ruang atau 
wadah dimana semua pikiran pemangku kepentingan dan pendapat berdasar 
kepentingan yang beragam, berbeda bahkan bertolak belakang diuji 
dibicarakan dan dibahas bersama dalam persidangan Musyawarah Desa. 
Dengan demikian pengambilan keputusan merupakan buah kesepakatan 
bersama atau mufakat dengan dasar pemikiran terbaik yang telah didengar, 
diketahui dan dipahami seluruh peserta. Jadi bukan hasil dari pemungutan 
suara.
56
 
Masyarakat Desa dengan mempedomani Peraturan Menteri ini 
melaksanakan persidangan Musyawarah Desa. Persidangan dilakukan dengan 
tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini. Untuk selanjutnya tata 
tertib dapat disusun dan dikembangkan lebih lanjut serta ditetapkan dalam 
peraturan Desa tentang tata tertib Musyawarah Desa. Untuk pelaksanaan 
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persidangan Musyawarah Desa selanjutnya menggunakan ketentuan tata tertib 
peraturan Desa yang telah ada.
57
 
Dengan 7 (tujuh) hal bersifat strategis yang harus diputuskan melalui 
Musyawarah Desa yaitu penataan Desa, perencanaan Desa, kerjasama Desa, 
rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan badan usaha milik Desa, 
penambahan dan pelepasan aset Desa, serta kejadian luar biasa, maka Desa 
akan rutin dan sering melaksanakan persidangan Musyawarah Desa. 
Desa memiliki kondisi sosial dan budaya kehidupan kemasyarakatan 
beragam dan khas atau unik. Hal itu terlihat dari praktek musyawarah di Desa 
yang beragam. Ada gawe rampah, rembug, rariyungan, karapatan adat 
nagari, sanari ohoi, dan sebagainya sebagai bentuk-bentuk Musyawarah Desa. 
Hal yang demikian sah saja karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa mengakui dengan pernyataan “musyawarah desa atau sebutan 
lain”. Oleh karena itu keragaman bentuk dan penyebutan atau nama 
Musyawarah Desa yang berbeda antar Desa yang satu dengan yang lain tidak 
menjadi masalah dan perdebatan. Akan tetapi prinsip partisipasi atau pelibatan 
masyarakat sebagai subyek yang berhak ikut serta atau hadir, berpendapat, 
menyampaikan kepentingan individu atau kelompok, membahas pandangan 
yang berbeda dan terlibat dalam pengambilan keputusan Musyawarah Desa, 
tidak diubah atau dihilangkan. 
Ketentuan tata tertib Musyawarah Desa harus mengedepankan 
penghormatan kemanusiaan, adab dan martabat kehidupan masyarakat Desa 
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yang luhur atau tinggi yang bertumpu pada nilai dan keyakinan sebagai norma 
hidup bersama masyarakat Desa atau kearifan lokal. 
Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa, BPD, 
dan Pemerintah Desa dengan mempedomani Peraturan Menteri ini, menyusun 
rancangan tata tertib Musyawarah Desa yang mengatur dan memuat paling 
sedikit hal-hal sebagai berikut: 
1. Peserta Musyawarah Desa; 
2. Kuorum; 
3. Susunan Acara Musyawarah; 
4. Penundaan Jadwal Persidangan; 
5. Penjelasan Pokok atau Materi Agenda Sidang; 
6. Teknis Persidangan; 
7. Pengambilan Keputusan; dan 
8. Hal-hal lain 
Dasar pemikiran perlunya sebuah musyawarah desa, diantaranya:
58
 
1. Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa 
bangsa Indonesia mengedepankan hikmah dan kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/ perwakilan 
2. Pengambilan keputusan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan bersama 
3. Cara mengemukakan pendapat harus berdasarkan akal sehat dan hati 
nurani, serta selalu mengutamakan persatuan dan kekeluargaan; 
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4. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral 
kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan 
5. Keputusan yang telah diambil harus dilaksanakan secara jujur dan 
bertanggung jawab oleh semua pemangku kepentingan. 
 
D. Tujuan Muswarah Desa 
Musyawarah desa dilaksanakan untuk membuka kebekuan atau 
kesulitan dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan kepada 
masyarakat untuk melihat sebuah persoalan pembangunan dari berbagai sudut 
pandang. Melalui musyawarah desa, keputusan yang dihasilkan sesuai dengan 
standar dan persepsi seluruh peserta. 
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Keputusan yang diperoleh dengan musyawarah akan lebih berbobot 
karena di dalamnya terdapat pendapat, pemikiran dan ilmu dari para peserta. 
Musyawarah desa dilakukan untuk memperoleh kesepakatan bersama 
sehingga keputusan yang akhirnya diambil bisa diterima dan dijalankan oleh 
semua peserta dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan demikian, 
pemaksanaan desa sebagai self governing community (SGC) direpresentasikan 
oleh Musyawarah Desa.
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E. Prinsip-Prinsip Muswarah Desa 
1. Partisipatif 
Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat Desa dalam setiap 
kegiatan dan pengambilan keputusan strategis Desa. Partisipasi 
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dilaksanakan tanpa memandang perbedaan gender (laki-laki/perempuan), 
tingkat ekonomi (miskin/kaya), status sosial (tokoh/orang biasa), dan 
seterusnya. Dalam Musyawarah Desa, pelaksanaan partisipasi tersebut 
dijamin sampai dalam tingkat yang sangat teknis. 
2. Demokratis 
Setiap warga masyarakat berhak untuk terlibat dalam proses 
pengambilan keputusan Musyawarah Desa. Masyarakat diberikan 
kesempatan sesuai hak dan kewajibannya untuk menyatakan pandangan, 
gagasan, pendapat dan sarannya terkait pembahasan hal-hal yang bersifat 
startegis di desa. Musyawarah desa merupakan representasi keterwakilan 
masyarakat dalam penentuan kebijakan pembangunan di desa. 
Musyawarah mendorong kerjasama, kolektivitas, kelembagaan dan 
hubungan sosial yang lebih harmonis. 
3. Transparan 
Proses Musyawarah Desa berlangsung sebagai kegiatan yang 
berlangsung demi kepentingan masyarakat Desa. Sebab itu masyarakat 
Desa harus mengetahui apa yang tengah berlangsung dalam proses 
pengambilan keputusan di desa. Prinsip transparan berarti tidak ada yang 
disembunyikan dari masyarakat Desa, kemudahan dalam mengakses 
informasi, memberikan informasi secara benar dan baik dalam hal materi 
permusyawaratan. 
 
 
  
54 
4. Akuntabel 
Dalam setiap tahapan kegiatan Musyawarah Desa yang 
dilaksanakan harus dikelola secara benar dan dapat dipertanggung 
jawabkan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan baik secara 
moral, teknis, administratif dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan 
yang berlaku atau yang disepakati bersama oleh masyarakat, pemerintah 
desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
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F. Hak dan Kewajiban Masyarakat 
Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa 
diantaranya mendapatkan informasi secara lengkap dan benar tentang hal-hal 
bersifat strategis, pengawasan dan perlakuan yang sama dalam menyampaikan 
aspirasi. Kewajiban masyarakat mendorong swadaya gotong-royong dalam 
penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa. Mendorong 
terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses 
berlangsungnya Musyawarah Desa.
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G. Karakteristik Musyawarah Desa 
Musyawarah Desa mempunyai empat karakteristik, yaitu:
63
 
Pertama, Musyawarah Desa sebagai wadah demokrasi asosiatif. 
Artinya seluruh elemen desa merupakan asosiasi yang berdasar pada asas 
kebersamaan, kekeluargaan dan gotongroyong. Mereka membangun aksi 
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kolektif untuk kepentingan desa. Kekuatan asosiatif ini juga bisa hadir sebagai 
masyarakat sipil yang berhadapan dengan negara dan modal. 
Kedua, Musyawarah Desa sebagai wadah demokrasi inklusif atau 
demokrasi untuk semua. Berbagai elemen desa tanpa membedakan agama, 
suku, aliran, golongan, kelompok maupun kelas duduk bersama dalam 
pembahasan hal-hal startegis di desa. 
Ketiga, Musyawarah Desa sebagai wadah demokrasi deliberatif. 
Artinya Musyawarah Desa menjadi tempat untuk tukar informasi, komunikasi, 
diskusi atau musyawarah untuk mufakat mencari kebaikan bersama. 
Keempat, Musyawarah Desa mempunyai fungsi demokrasi protektif. 
Artinya Musyawarah Desa dapat menyeimbangkan kedudukan desa dari 
intervensi negara, modal atau pihak lain yang merugikan desa dan masyarakat. 
 
H. Manfaat Musyawarah Desa 
Berikut diuraikan beberapa manfaat dari sebuah musyawarah desa, 
diantaranya:
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1. Melatih untuk menyuarakan pendapat (ide) 
Setiap orang pasti memiliki ide atau gagasan yang dapat 
diungkapkan dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang 
dibahas. Dengan mengikuti musyawarah, seseorang diberikan ruang untuk 
melatih mengutarakan pendapat yang nantinya akan dijadikan sebagai 
bahan pertimbangan dalam mencari jalan keluar. 
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2. Masalah dapat segera terpecahkan 
Musyawarah merupakan cara yang umum digunakan untuk 
memecahkan masalah yang dihadapi. Melalui musyawarah diperoleh 
beberapa alternatif dalam menyelesai-kan suatu permasalahan yang 
menyangkut kepentingan bersama. Pendapat yang berbeda dari orang lain 
mungkin akan lebih baik dari pendapat kita sendiri. Oleh karena itu. sangat 
penting untuk mengadakan dengar pendapat dengan orang lain. 
3. Keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan 
Musyawarah Desa merupakan proses dengar pendapat yang nantinya 
keputusan yang diambil adalah merupakan kesepakatan bersama antar 
sesama peserta. Kesepakatan yang diambil tentunya tidak mengandung 
unsur paksaan di dalamnya. Sehingga semua peserta dapat melaksanakan 
hasil keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tanpa ada 
unsur pemaksaan. 
4. Hasil keputusan yang diambil dapat menguntungkan semua pihak 
Keputusan yang diambil dalam suatu Musyawarah Desa tidak boleh 
merugikan salah satu pihak atau peserta dalam musyawarah. Agar nantinya 
hasil yang diputuskan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh 
seluruh peserta dengan penuh keikhlasan. 
5. Dapat menyatukan pendapat yang berbeda 
Dalam sebuah Musyawarah Desa tentu akan ditemui beberapa 
pendapat yang berbeda dalam menyelesaikan suatu masalah yang 
menyangkut kepentingan bersama. Disitulah letak keindahan dari 
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musyawarah. Nantinya pendapat-pendapat tersebut akan di kumpulkan dan 
ditelaah secara bersama-sama baik dan buruknya, sehingga diakhir 
Musyawarah Desa akan terpilih satu dari sekian pendapat yang berbeda 
tersebut, sebagai hasil keputusan bersama yang diambil untuk 
menyelesaikan masalah yang sedang terjadi yang tentunya menyangkut 
kepentingan bersama. 
6. Adanya kebersamaan 
Dalam Musyawarah Desa, setiap orang bisa bertemu dengan 
beberapa karakter yang berbeda dari peserta. Di dalamnya bisa 
bersilaturahmi dan mempererat hubungan tali persaudaraan antar sesama 
peserta. 
7. Dapat mengambil kesimpulan yang benar 
Hasil keputusan akhir yang diambil dalam Musyawarah Desa 
merupakan keputusan seluruh pemangku kepentingan bukan menjadi milik 
elit atau kelompok saja. Keptutusan Musyawarah Desa bersifat final, 
benar, sah dan mengikat. Hasil keputusan itu harus dilaksanakan dengan 
sebaik-baiknya oleh setiap pesertanya. 
8. Mencari kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan 
Melalui mekanisme Musyawarah Desa yang benar dapat 
menemukan kebenaran atas pangkal masalah yang menyangkut 
kepentingan bersama. Seluruh elemen masyarakat yang hadir bisa 
mendengarkan berbagai penjelasan dari peserta lainnya, yang nantinya 
akan menghindarkan dari berprasangka atau menduga-duga. 
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9. Menghindari celaan 
Dengan penyelenggaraan Musyawarah Desa, tentunya setiap 
pemangku kepentingan akan terhindar dari berbagai macam anggapan dan 
celaan orang lain. 
10. Menciptakan stabilitas emosi 
Secara psikologis Musyawarah Desa dapat memberikan bantuan 
mempermudah pengendalian diri bagi pihak-pihak yang berkepentingan 
serta menemukan pendapat yang berbeda dari berbagai pihak. Dengan 
demikian melatih masyarakat untuk mampu menahan emosi dengan 
menghargai setiap pendapat yang telah disampaikan peserta. Pertemuan 
atau musyawarah dapat membangun stabilitas emosi yang baik antar 
sesama komponen masyarakat. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
1. Berdasarkan Hasil Penlitian yang penulis paparkan pada bab sebelumnya 
maka Pelaksanaan Fungsi Ketua RT Sebagai Pembuat Gagasan 
Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 
Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Lembaga 
Kemasyarakatan di Desa Anak Talang, berada dalam Kategori “Kurang 
Baik” karena kebanyakan responden dalam penelitian ini kurang 
mengapresiasi keberadaan Ketua RT di lingkungan masyarakat, tertutama 
dalam melaksanakan fungsinya sebagai pembuat gagasan pembangunan 
dan juga didalam melaksanakan akan kewajibannya sebagai ketua RT. Dan 
kemudian menurut responden yang berasal dari masyarakat, RT juga 
merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan asiprasi mereka dalam 
hal pembangunan dan pelayanan masyarakat terhadap pemerintah desa, 
meskipun di dalam pelaksanaannya dilapangan masih banyak temukan 
kendala-kendala/ hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan terhadap 
fungsi Rukun Tetangga sebagai pembuat gagasan pembangunan itu 
sendiri. Serta masih lemahnya juga dari masing-masing RT/RW 
melakukan Koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan lainya atapun 
melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Desa dan Kecamatan. 
2. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan Faktor-Faktor penghambat 
Pelaksanaan Fungsi Ketua RT Sebagai Pembuat Gagasan Pembangunan 
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 
2011 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Anak 
Talang, dimana hambatan-hambatan  tersebut ialah :    
a. Masih banyaknya Ketua RT  yang tidak mengetahui Peraturan Daerah 
Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Penataan Lembaga Kemasyarakatan mengenai Pelaksanaa fungsi dari 
Rukun Tetangga(RT) itu sendiri didalam penerapannya dilapangan. 
b. Tidak adanya solusi yang pasti oleh pemerintah desa terkait dengan 
pembentukan perangkat Rukun Tetangga didalam menjalankan semua 
tugas dan fungsi-fungsi dari Rukun Tetangga di wilayah kerjanya dari 
masing-masing Rukun Tetangga itu sendiri.  
c. Tidak adanya waktu yang banyak kepada Ketua Rukun Tetangga 
didalam menjalankan dari tugas dan  fungsi-fungsinya untuk melayani 
warganya pada saat warganya berurusan langsung dengan Ketua 
Rukun Tetangga nya.adapun waktu yang digunakan oleh masing-
masing ketua rukun tetangga tersebut di gunakan untuk bekerja di luar 
rumah,sehingga warga yang ingin berurusan dengan Ketua RT itu 
menjadi terhambat 
 
B. Saran 
Adapun Saran yang penulis berikan dalam penelitian mengenai 
Pelaksanaan Fungsi Ketua RT Sebagai Pembuat Gagasan Pembangunan 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 
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2011 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Anak 
Talang, adalah sebagai berikut :  
1. Untuk Pemerintah Kabupaten indragiri hulu, yang menjadi induk dari 
masing-masing Kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah terotorial  
Pemerintah kabupaten Indragiri hulu, yakni haruslah menyebarluaskan 
akan Peraturan Daerah Kabupeten indragiri hulu di setiap masing-masing 
pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa terkait dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Penataan Lembaga Kemasyarakatan. agar tidak adanya lagi ketidak tahuan 
dari masing-masing instansi pemerintahan baik itu pemerintah kecamatan 
maupun pemerintah Desa mengenai praturan-praturan daerah kabupaten 
Indragiri Hulu terkait dengan penataan lembaga kemasyarakatan. 
2. Untuk Pemerintah Kecamatan diharapkan dapat kembali berkoordinasi 
dengan baik dan lancar kepada pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu 
maupun dengan pemerintah desa anak talang,terkait dengan 
penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 
Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, terkait 
mengenai pelaksanaan fungsi dari Rukun Tetangga itu sendiri, hal ini 
penting guna untuk terciptanya kerja sama dalam terselenggaranya 
penyelenggaraan urusan pemerintahan di masing-masing wilayah 
pemerintahan dengan baik dan lancar. 
3. Untuk Pemerintah desa anak talang diharapkan dapat kembali 
berkoordinasi dengan baik dan lancar kepada pemerintah Kabupaten 
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Indragiri Hulu maupun dengan pemerintah Kecamatan Batang Cenaku, 
terkait dengan penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 
Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Lembaga 
Kemasyarakatan,yang mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi dari Rukun 
Tetangga, hal ini penting karena didalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan tidaklah terlepas dari kerja sama antar pemerintah dengan 
lembaga kemitraan pemerintah seperti lembaga kemasyarakatan salah 
satunya RT/RW yang ada di desa tersebut. Dan untuk Pemerintah desa  
juga setidaknya harus lebih ekstra mencari solusi mengenai pengadaan 
perangkat-perangkat RT/RW di desa anak taalang dalam membantu 
pelaksanaan fungsi dari RT/RW itu sendiri.  
4. Untuk Rukun Tetangga diharapkan dapat lebih baik lagi dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam meningkatkan 
Pelaksanaan Fungsi Ketua RT Sebagai Pembuat Gagasan Pembangunan. 
5. Untuk masyarakat Desa Anak Talang diharapkan lebih memahami tugas 
dan fungsi Rukun Tetangga yang ada di wilayah Desa Anak Talang 
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